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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh 

peneliti pada bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan peradilan in absentia 

terletak pada pemenuhan hukum terhadap status keanggotaan terdakwa 

yang diputus melalui lembaga peradilan dalam hal ini peradilan militer 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang, tidak terpenuhinya keadilan 

bagi terdakwa disebabkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa itu 

sendiri dengan tidak menghadiri persidangan, sedangkan kemanfaatan 

yang merupakan hasil akhir dari kepastian hukum dan keadilan dapat 

memberikan suatu kemanfaatan hukum khususnya bagi rekan kerja 

terdakwa atau anggota Tentara Nasional Indonesia secara umum. 

2. Bahwa dalam pelaksanaan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan 

oleh Atasan yang berhak menghukum atau Ankum dalam hal 

meminimalisir tindak pidana desersi yang diputus secara in absentia 

tidak terlepas dari asas hukum militer yang terdiri dari asas kesatuan 

komando (Unity of Command), asas komandan yang bertanggung jawab 

terhadap anak buah dan asas kepentingan militer (Military Necessity) 

yang dilaksanakan dengan teknik pembinaan prajurit oleh Ankum dan 
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pendekatannya kepada anggota militer yang berada di  bawah 

komandonya. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan cita hukum dalam penanganan tindak pidana desersi dalam 

waktu damai yang terdakwanya tidak diketemukan atau tidak 

menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas sepatutnya 

menghadirkan saksi dari keluarga terdekat terdakwa dan/atau 

mempertimbangan keterangan yang bisa saja diketahui oleh keluarga 

terdekat sebagai hal-hal yang meringankan serta dilakukan dalam waktu 

singkat sebagai tuntutan kepentingan militer. 

2. Kewenangan Atasan yang berhak menghukum dalam hal penyidikan 

dan penyerahan perkara sepatutnya diserahkan sepenuhnya kepada 

penyidik Polisi Militer dan Jaksa Tentara atau Oditur Militer demi 

mempercepat dan mempermudah pemenuhan kepastian hukum, 

keadilan dan kemanfaatan. 
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